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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 20 TAHUN 2OI9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2AO7 ?ENTANG

PEMBENTUKAN DESA TANJUNG BAI"AU KECAMATAN SERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur

dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan

Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2A1,6;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2016 di Desa Tanjung Balau terdapat perbedaan Luas

Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah

Nomor 19 Tahun 2OOZ tentang Pembentukan Desa

Tanjung Balau Kecamatan Serasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a.dan hunrf !r" perlu menetapkan

Pefaturan Daerah tentang Perubahan Ats.s Peraturan

b.

c.



a

Mengingat :

2.

1.

Daerah Nomor 2O Tahun 2OOT tentang Pembentukan

Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 117,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2371;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

3.

4.



5.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahuri z}lt tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembahan

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (I*mbaran Negara Sepublik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tartbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.

7.

8.

9.
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2AlI Nomsr 310);

Peraturan fuIenteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2A76

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol7

tenf-ang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 155);

Peratuan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2O T'ahun

2OOT tentang Pembentukan Desa Tanjung Balau

Kecamatan Serasan (Lembaran Daera.L Kabupaten

Natuna Tahun 2OOZ Nomor 2O);

Dengan Persetujuan Bersama

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20
TAHUN 2OO7 TENTANG PEMBENTUKAN DESA
TANJUNG BALAU KECAMATAN SERASAN.

11.

12.

13.

DEWAN PER\MAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
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Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 2O Tahun 28OT tentang Pennbentr"rkan Desa- ?anjung

Balau Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2OO7 Nomor 2O), dir-rbah sehingga trerbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3

Desa Tanjung Balau terbentuk dari Pemekaran Desa

Kampung Hilir Kecamatan Serasan atas prakarsa

masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Luas wilayah Desa Tanjung Balau adalah + 314,322, Ha

{sngan batas-batas sebagei berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Serasan;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut China Selatan;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kampung Hilir;

- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Arung Ayam.

Peta Wilayah Desa Tanjung Balau sebaqaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

(1)

(21

(3)
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Iembaran Daerah Kabupaten Natrrna

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 3t NNJi,tbW %g

'q*

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 3t D?gWer UlO

SEKRETARIS DAERA 
"I

KABUPATEN NATUNA, I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR REGISTER PERATURAN

KEPULAUAN RIAU I lO,W/ 20tg

NATUNA TAHUN 2OL9 NOMOR 20

DAERAH KABUPATEN NATUNA PROWNSI

TUNA,

HAMID RIZAL



Kelurahan St

Desa Tanjung Setelung



Desa Pangkalan
Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
NomorZOTahun 2019

PETA DESA TANJUNG BALAU
Kode Wilayah : 21.03.05.200?

SKALA 1:5.000

PETUNJ!( LETAK PETA

U

A

'E

Desa Air Ringau
Sistem Proyeksi

Sisiem Grid

Datum Horizontal

.. Tranverse l/ercator

.. Grid Geografl dan Grid Universal Transverse l\4ercator Zona 49N

.. sRGr 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai - Natuna 29783, lndonesia.
@ Copyright 2018, All Rights Reserved.W

KETERANGAN

BAT:lusH

l.
Gatu Padal - Puut Pemelaan Kelaubn dan Lirykungan Paila

NomorTK Llntang Bujur

TK 20 2'29',49,9" LU 109'1 52,7'BT
IK21 2" 29', 49,0" LU 109' 1 41,1" BT

IN22 2" 29',43,5'LU 109'1 31,1" BT

TK23 2"29',22,8"LU 109'1 5,9"87
T( 24 2" 29', 12,2" LU 109" o'. 40,9" BT

rK27 2"29',10.6"lU 109'2 13.1"87

Sumb€r Data dan Riwayat Peta Batas W layah Adminisvasi Tahun 2016,

Plsat Pemeban Babs Wlayah
. Data Dg tal Peia Rlpa Bumi lndonesla Skala 1 : 50.000

8aoa4 lnlo-asr Geosors.dr TalLn -dLr.11g 20 6

- Data Cka Tegak Satelil Resolus Tnggi Orthosislematis Tahun : 2016

. Data Ctra BasemapArcGlS 10.2

Dala Ctra Satelil Google Eaff sebagai penqdenliflkasl oblek lapangan.

l.Sumberdatayangdigunakanuntukmengideniliikasiobyekyangdijadikansebaga batasdesapadecita
sale it adalah sebagai berikul:

a. C ka Pleiades

b. C ka Digila Globe

, c. Ci[a G@g e (untuk kecamaian scsan dan serasan limu0

2.SumberdalaberupacilrasalelilharusmenggunakandataclfiadaiBlG,LAPAN ahuPemerintahDaerah
yang dikoordinasikan dengan LAPAN. Unluk sumberdata yang belum teGedia (no 1 poin c) hatusdi ambtl

dari ElG abu LAPAN Jrka data dasaryang dimaksud befu m lercedia maka pemerntah daerah hatus

berkoo.dinasi dengan LAPAN uftuk membeli dab tersebul.

3 Clte Satelil di dalam Peta ke4a yang diandabngani oleh pituk desa dan kecamatan beum dikelahu nltai

akurasinya dikarenakan b€lum ada proses gcp dafl onhoraklfrkasi

4 SumberdaladalambentukckasateLilharusdibkukanprosespengambilanGCPdanodhoraktifrkasiuntuk

mendapatkan ciba tegak sateiil resolusi linggi (CTSRT)

5 Deskipsi gars batas penanda babs, dan niomas baias yang teduang dalam berh acara dapal

digunakan sebaqa dasrrekonslruksi garis batas d CTSRT.

6 Sele ah lersedia CTSRT lnlmasi gads batas, toponim, seda koordinal yang teBambar dalam peta dan

yang teduang dalam beala a6ra hatus disesuarkan dengan cifatersebut (CTSRT).

/ Nilai uasan masing ma_lAdesa metupakan luasn ndikatif / sementara dan harus d h lung kem bati etelah

NATUNA,

L HAMID RIZAL


